
 
  

 
 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR : 18 TAHUN 2007 
 

TENTANG 
      

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2007  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAMASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000; 

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
pembentukan Kota Palopo dan Kabupaten 
Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4186); 

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia             
Nomor 4286); 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3455); 

Menimbang  

 

 

 

 

 

 

 
 

Mengingat 
  

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 
 

: 

 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan 
yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan 
umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran antar unit organisasi, antara 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam 
tahun anggaran 2007 maka perlu dilakukan 
perubahan APBD tahun anggaran 2007; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada 
huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 
perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 

 



8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4400); 

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pemban 
gunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 3Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan dan Pengawasan atas Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Repub lik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 No mor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuagan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416);sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2005 tentang Peruban atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedukaan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan Keuangan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4540); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

 



 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

19. Perauran Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 
2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Menetapkan :  

 

 

 

24. Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuagan Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN MAMASA  

dan  

BUPATI MAMASA  

MEMUTUSKAN :   

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2007. 

Pasal 1 

Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007 semula berjumlah Rp. 242.378.706.229,99 bertambah 
sejumlah Rp. 50.589.094.913,64 sehingga menjadi                          
Rp. 292.967.801.143,63 dengan rincian sebagai berikut :  

1. Pendapatan  

a. Semula  

b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

2. Belanja   

a. Semula  

b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Belanja setelah perubahan 

Serplus / (Defisit) setelah Perubahan 

 

Rp.    239.503.585.576,22 

Rp.      11.918.592.730,79 

 

 

Rp.     242.378.706.229,99 

Rp.       50.589.094.913,64 

 

 

 

Rp.      251.422.178.307,01 

 

 

 

Rp.     292.967.801.143,63 

Rp.       17.978.536.759,04 



3. Pembiayaan  

a. Penerimaan 

(1) Semula  

(2)  Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran 

(1) Semula 

(2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

 

 

Rp.     3.380.120.653,78 

 Rp.   14.598.416.105,26 

 

 

Rp.     5.000.000.000,00 

 Rp.                                - 

 

 

 

 

 

Rp.    17.978.536.759,04 

 

 

 

Rp.    5  .000.000.000,00 

 

Rp.    17.478.536.759,04 

Rp.    (24.067.086.077,59)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ASDAS 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

1). Semula  
2). Bertambah/(Berkurang)  

Jumlah lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah setelah perubahan 

 
 

Rp.                 2.449.197.577.00 
Rp.                 (193.296.269,21)                            

 

 
 
 
 

 
Rp.       2.255.901.307,79 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pendapatan :   
 
a. Dana Bagi Hasil  

1). Semula  
2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah 
perubahan 
 

b. Dana Alokasi Umum 
1). Semula  
2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah 
perubahan 
 

c. Dana Alokasi Khusus  
1). Semula  
2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah 
perubahan 

 
 

Rp.              15.017.484.838,22 
Rp.                                          – 

 
 
 
 

Rp.             188.531.000.000,00 
Rp.                                            - 

 
 

 
 
 

Rp.             29.599.000.000,00 
Rp.               6.897.889.000,00 

 
 

 
 
 
 

Rp.     15.017.484.838,22 
 
 
 
 
 

Rp.   188.531.000.000,00 
 
 
 
 
 

Rp.    36.496.889.000,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
setelah perubahan 

b. Dana Perimbangan  

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Perimbangan setelah 
perubahan 

 

c. Lain-lain  Pendapatan Daerah yang sah  

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah 
yang sah setelah perubahan 

 

Rp.     4.514.967.577,00 

 Rp.          20.703.730,79 

 

 

Rp.    233.147.484.838,22 

Rp.        6.897.889.000,00 

 

 
 

 

Rp.        1.836.133.161,00 

Rp.                                   - 

 

 

 

 

Rp.      4.535.671.307,79 

 

 

Rp.  240.045.373.838,22 

 

 

 

 

Rp.      1.836.133.161,00 

   

   

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :  

a. Pajak Daerah  

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan  

 

b. Retribusi Daerah  

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan 

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah perubahan  

 

Rp.           335.400.000,00 

Rp.           150.000.000,00 

 

 

 

Rp.        1.725.370.000,00 

Rp.             64.000.000,00 

 

 

 

Rp.                        10.000.000,00 

Rp.                                              - 

 

 

 

 

Rp.         485.400.000,00 

 

 

 

Rp.      1.789.370.000,00 

 

 

 

Rp.                 10.000.000,00 

 

 

 
 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :  

a. Hibah  

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah 
perubahan  

 

Rp.             84.100.000,00 

Rp.        5.000.000.000,00 

Rp.     5.084.100.000,00 

 

b. Dana Darurat  

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Dana Darurat setelah 
perubahan  

 

Rp.                                   - 

Rp.                                   - 

Rp.                                  - 

 

c. Dana Bagi Hasil Pajak   

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah 
perubahan  

 

Rp.        1.752.033.161,00 

Rp.                                   - 

Rp.     1.752.033.161,00 

 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah  

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus setelah perubahan  

 

Rp.                                  - 

Rp.                                  - 
Rp.                              - 

 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 
dari Pemerintah Daerah lainnya 
setelah perubahan 

1). Semula 

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau dari Pemerintah Daerah 
lainnya setelah perubahan  

Rp.                                  - 

Rp.                                  - 

Rp.                              - 

 



 

Pasal 3  

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
terdiri dari :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Belanja Bantuan Sosial 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial 
setelah perubahan 

 

f. Belanja Bagi Hasil  

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah 
perubahan 

 

g. Belanja Bantuan Keuangan  

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 
setelah perubahan 

 

h. Belanja Tidak terduga  

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 
setelah perubahan 

 

Rp.            8.976.038.445,00 

Rp.               732.340.000,00 

 

 
 

Rp.                                       - 

Rp.                                       - 

 

 
 

Rp.            2.535.000.000,00 

  Rp.                 43.000.000,00 

 
 

 

Rp.            1.500.000.000,00 

  Rp.                                      - 

 

 

 

Rp.       9.708.378.445,00 

 

 

 

Rp.                                  - 

 

 

 

   Rp.       2.578.000.000,00 

 

 

 
 

   Rp.       1.500.000.000,00 

a. Belanja Tidak Langsung 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 
setelah perubahan 

 

b. Belanja Langsung 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Langsung 
setelah perubahan 

 

Rp.            96.343.009.084,00 

Rp.             (5.017.495.22,00) 

 

 

 

 

Rp.           146.035.697.145,99 

Rp.             55.606.590.133,64 

 

 

 

 

 

 

Rp.        91.325.513.864,00 

 

 

 

 

 

Rp.      201.642.287.279,63 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :  

a. Belanja Pegawai sejumlah 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Pegawai setelah 
perubahan 

 

b. Belanja Bunga 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Bunga setelah 
perubahan 

 

c. Belanja Subsidi 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Subsidi setelah 
perubahan 

 

d. Belanja Hibah 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Hibah setelah 
perubahan 

 

Rp.            83.331.970.639,00 

Rp.            (5.792.835.220,00) 

 

 

 

 

Rp.                                         - 

Rp.                                         - 

 

 

 

 

Rp.                                         - 

Rp.                                         - 

 

 

 

 

Rp.                                         - 

Rp.                                         - 

 

 

 

 

 

Rp.      77.539.135.419,00 

 

 

 

 

 

Rp.                                  - 

 

 

 

 

Rp.                                  - 

 

 

 

 

 

Rp.                                  - 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 

 

b. Belanja Barang dan Jasa  

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah 
perubahan 

 

c. Belanja Modal   

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan 

 

Rp.            21.593.654.891,00 

 Rp.                217.691.911,00 

 

 

Rp.            61.622.363.585,00 

 Rp.             8.204.440.850,99 

 

 
 

Rp.            62.819.678.669,50 

 Rp.           47.184.457.371,65 

 

 

 

   Rp.     21.811.346.802,00 

 

 

 

 

   Rp.     69.826.804.436,48 

 

 

 

 

Rp.     110.004.136.041,15 

 



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pembiayaan : 

 

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 terdiri dari :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Penerimaa 

e.  Penerimaan kembali pemberian 
pinjaman sejumlah Rp.                         – 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Penerimaan kembali pemberian 

pinjaman setelah perubahan 

 

f. Penerimaan piutang daerah    
sejumlah Rp.                         – 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Penerimaan piutang daerah 

setelah perubahan 

 

 

 

 

 

a. Pembentukan dana cadangan     
sejumlah Rp.      - 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 

setelah perubahan 

 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah 
daerah sejumlah Rp.   500.000.000,00 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 

setelah perubahan 

 

 

 

Rp.                                       - 

Rp.                                       - 

 

 
 

 

Rp.                                       - 

Rp.                                       - 

 

 

 

 

 

 

 

Rp.                                        - 

Rp.                                       - 

 

 
 

Rp.               500.000.000,00 

Rp.                                       - 

 

 

 

 

 

Rp.                                   - 

 

 

 

Rp.                                  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp.            500.000.000,00 

 

 

 

 

 

Rp.            500.000.000,00 

 

c. Penerimaan sejumlah Rp. 3.380.120.653,78 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan 

 

d. Pengeluaran sejumlah Rp. 500.000.000,00 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 

 

Rp.     3.380.120.653,78 

Rp.   14.598.416.105,26 

 

 

 

Rp.       500.000.000,00 

Rp.                               - 

 

 

 

 

 

Rp.        17.978.536.759,04 

 

 

 

 

 

Rp.            500.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :  

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya 
sejumlah Rp. 3.380.120.653,78 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Silpa Tahun Anggaran 
sebelumnya setelah perubahan 

 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.   - 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan 
setelah perubahan 

 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sejumlah Rp.                         - 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Hasil penjualan kekayaan 
daerah yang dipisahkan setelah 
perubahan 

 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah          
sejumlah Rp.                         - 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah 
setelah perubahan 

 

 

Rp.     3.380.120.653,78 

Rp.   14.598.416.105,26 

 

 

 

 

Rp.                                - 

Rp.                                - 

 

 

 

 

Rp.                                - 

Rp.                                - 

 

 

 

 

 

Rp.                                - 

Rp.                                - 

 

 

 

 

 

Rp.        17.978.536.759,04 

 

 

 

 

Rp.                                     - 

 

 

 

 

 

 

Rp.                                     - 

 

 

 

 

 

 

Rp.                                     - 

c. Pembayaran pokok utang                    
sejumlah         Rp.   - 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Pembayaran pinjaman daerah 

dan obligasi daerah setelah perubahan 

 

d. Pemberian pinjaman daerah             
sejumlah         Rp.                - 

1). Semula  

2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan 

obligasi daerah setelah perubahan 

 
Rp.                                       - 

Rp.                                       - 

 

 
 

Rp.                                       - 

 Rp.                                       - 

 

 

 
 

Rp.                                     - 

 

 

 

 

 

Rp.                                     - 



 Pasal 6 

Bupati Mamasa menetapkan Peraturan tentang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan.  

 

Pasal 7 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah.  

 Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 

1. Lampiran  I  
 
2. Lampiran II  
 
 
 
3. Lampiran III 
 
 
 
 
4. Lampiran IV 
 
 
 
 
5. Lampiran V 
 
 
 
 
 
6. Lampiran VI 
 
 
7. Lampiran VII 
 
 
 
8. Lampiran VIII 
 
 
 
 
9. Lampiran IX 

: 
  
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 

Ringkasan Perubahan APBD; 
 
Ringkasan Perubahan APBD menurut 
Urusan Pemerintah Daerah dari 
Organisasi SKPD; 
 
Ringkasan Perubahan APBD menurut 
Urusan Pemerintah Daerah dari 
Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
 
Rekapitulasi Perubahan Belanja 
menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan; 
 
Rekapitulasi Perubahan Belanja 
Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintah 
Daerah dan Fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 
 
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 
 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 
 
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun 
anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun anggaran ini; 
 
Daftar Pinjaman Daerah Obligasi 
Daerah. 
 

 Ditetapkan di  : Mamasa  

Pada Tanggal : 1 Desember2007 

BUPATI MAMASA 

 

Cap/ttd 

 

H. M. SAID SAGGAF 

 

Diundangkan di Mamasa 

Pada tanggal 1 Desember 2007  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA  

 

                 Cap/ttd 

 

BENHARD BUNTUTIBOYONG 
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